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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembinaan mental agama atau rawatan rohani Islam merupa-
kan salah satu bentuk pelaksanaan dakwah Isiamiyah, suatu
proses pembentukan watak manusia._Ménuaia aiaiah kompleks,
bila dilihat dari kedudukannya sebagail makhluk individu dan
makhluk sosial, sehingga proses per;umbnhan dan perkembangan-
nya juga kompleks, maka dakwah Yang disampalkan pun kompleks
pula persoalannya. Dalam proses pert;mtuhan'dan perkembangan-
nya, manusia dipengﬁrythi dan dikeliiingi oleh empat dimensi,
yakni mental, fisik, rohani dan sosial. Lari lkeempat dimensi
tersebut maka mental manusia merupakan sentral tenaga jang
sangat dominan, sebab di'dalamnya terdapat segala penggerak
aktivitas manusia. Mental ﬁanusia ini dikendalikan oleh hati
nufaninya. |

Sasaran dakwah adalah pembentukan .sikap, sehingga setiap

" anggota masyarakat akan menJadl penganut Islam yang baik,

berbuat sesuai dengan aJaran Islam. Sikap mempengaruhl watak

dan membentuk akhlak, dan selanjutnya berwujud laku perbuat-

an nyata. Akhlak ini diperlukaﬁ oleh manusia untuk menentukan
pilihan dalam hidupnya, sehingga hasil pilihan akhlak yang

1



telah dibentuk oleh dakwah itu akan berupa hasil pilihan
yang tepat dan benar. Demikian seterusnya, sehingga pada gi-
lirannya akhlak.akan menjadi motoris kejiwaan yang ada dalam
diri manusia, seperti sikap, emosi dan logika. Akhlak bukan-
lah terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil ben-
tukan orang tua, lingkungan dan transmisi (misalnya dakwah/
pembinaan mental agama). ‘

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun

1988 disebutkan bahwa pendidikan berlangsung seumur hi-

dup dan merupakan tanggung jawab bersama antara keluar-

ga, masyarakat dan pemérintah.
Rumusan di atas merupakan tipe ideal perluasan pelaksanaan.
bentuk pendidikan yang tidak membatasi tingkat usia, rentang-
an waktu dan bahkan berlangsung seumur hidup serta meliputi
pusat-pusat lembaga pendidikan rumah tangge, sekolah dan ma-
syarakat (tripusat pendidikan).

Tim Dosen FIP-IKIP Malang (1980 : 14) menyatakan bahwa

pendidikan yang berorientasi kepada tripusat pendidikan

sesuai dengan kenyataan dalam tata kebudayaan manusia

dan bersifat wajar, karenanya wajar pula untuk ditingkat—

kan dayagunanya secara fungsional.

Di samping itu, hakekat pembangunan nasional kita adalah
pembangunan manusia Tndonesia seutuhnya dan pembangunan se=-
luruh masyarakat Indonesia. Hal ini memberi malkna bahwa ma-
nusia mehdapat tempat yang sentrél dalam pembangunan, tidak
hanya sebagai subyek tetapi juga obyek atau pun upaya mewu-
judkan masyarakat yang manusiawi. Pembangunan manusia Indo-
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nesia seutuhnya berarti pembangunan lahir dan batin atau
pembangunan fisik dan mental manusia Indonesia, Pertumbuhan
fisik dan perkembangan mental yang serasi, selaras dan se-
imbang merupakan ciri utama dari manusia Indonesia yang |
utuh.

Pembangunan fisik akan kurang berarti bila tidak diim-
bangi dengan pembangunan mental, karena mental atau rohani
yang kerdil dapat menjadi bumerang yang pada gilirannya
akan membawa kehancuran kepada fisik itu sendiri. Kesehatan
jasmaniah memang mehjamin pertumbuhan akal yang sehat, te-
tapi semata-mata bergantung kepada akal yang tidak memper-
oleh tuntunan dari Ilahi hanya akan menjadikan akal itu
tumbuh semena-mena tanpa kendali.

Salah éatu kendali yang mampu meluruskan dan menjamin
pertumbuhan akal senat adalah bilamana manusia itu berpe-
gang teguh dan melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.
Pegangan yang teguh ini hanya mungkin terjadi jika manusia
secara sadar memahami, meresapi dan mengamalkan tuntunan a-
gamanya, yaitu Islam.

Oleh karena itu, pembinaan mental agama, terlebih-lebih
terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan adalah mut-
lak diperlukan dalam rangka membukakan lembaran baru bagi
sisa-sisa umurnya dan mempersiapkan mereka jika sampal wak-
tunya kembali ke masyarakat. Agar pembinaan mental agama
terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan tersebut
berdayaguna dan berhasil guna, maka perlﬁ adanya pula pem-

binaan mental agama yang terencana secara baik.



Atas dasar pemikiran demikian itulah maka penulis merasa

tertarik untuk membahas tentang Pola Pembinaan Mental Agama

terhaﬁap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.

1.2 Tujuan dan Eegunaan Penulisan

a., Tujuan Penulisan

1). Untuk mengatahui tentang pola pembinaan mental agama
terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang
meliputi dasar, tujuan, materi pembinaan, metode pe-
nyampaian dan sebagainya.

2). Untuk mengetahui keadaan dan kondisi psikologis nara-
pidana pada lembaga pemasyarakatan.

3). Untuk mengetahui struktur organisasi dan tata kerja

lembaga pemasyarakatan.

b. Kegunaan Penulisan

‘1), Penulisan ini diharapkan dapat memberikan input/pemi-
kiran dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi
pengambil kebijaksanaan dibidang pembinaan mental a-
gama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

2). Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akan
bermanfaat sebagai informasi awal bagi para pejabat
dan pelaksana pembinaan mental agama terhadap narapi-
dana pada lembaga pemasyarakatan.

3). Penulisan ini diharapkan berguna bagi usaha meningkat-
kan dan mengembangkan kegiatan dakwah Islamiyah/pem-

binaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga



pemasyarakatan,

l.3 Sumber Penulisan

Mengingat penulisan ini tidak melalui kegiatan peneliti-
an lapangan, dengan sendirinya setiap masalah akan dibahas
dengan menggunakan bahan-bahan bacaan (literatur) yang rele-
van dengan hal-hal teoritis saja. Maka lebih tepat cara pem-

bahasan yang digunakan adalah book survey (studi kepustaka-

an), karena yang menjadi bahan untuk membahas makalah ini
pecnulis ambil dari buku-buku pedoman, teori-teori, pendapat-
pendapat, ulasan serta karya ilmiah yang ada relevansinya
dengan judul tersebut.
Menurut Dr. Winarno Surachmad (1981 : 47) bahwa studi ke-
pustakaan merupakan jalan pertama untuk mengumpulkan ba-
han dengan buku-buku, laporan-laporan, majalah-majalah
ilmiah dan lain-lain bahan bentuk kepustakaan.
Malktsudnya ialah mengadakan studi perbandingan melalui buku-
bulzu yang ada kaitannya dengan judul kemudian ditarik suatu
keeimpulan. Dengan demikian metode penulisan makalah ini pe-
nulis gunakan metode diskriptif analitis artinya penulis ber-
usaha menggambarkan secara teori menurut keadaan yang sebe-

narnya, kemudian disimpulkan.

Loy Perumusan Masalah

Kegiatan pembinaan mental agama adalah meliputi wujud dan
proses. Dengan demikian akan menyangkut materi, metode dan
obyek, dalam hubungannya dengan tujuan pembinaan.

Masalah pembinaan mental agama adalah sesuatu yang bersi-

fat umum, dapat meliputi berbagal agama yang berlaku di Indo-



nesia, baik Islam, (Kristen) Protestan, Katolik, Hindu mau-
pun Budha. Oleh sebab itu, pembinaan mental agama dalam pem-
bahasan makalah ini penulis batasi pada pembinaan mental
agama Islam terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan.
Selanjutnya yang menjadi permasalahan di sini adalah ba=-
gaimana pola pembinaan mental agama terhadap narapidana pada

lembaga pemasyarakatan ?
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BAB TI GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2,1 Pengertian Lembera Pemagsvaralkatan

Lembaga pemasyarakatan atau perjara ialah tempat orang-
orang yang menjalani hukuman pidana, QOrang-orang yang ménja-
lani hukuman pidana karena tirndak pidana disebut narapidana.

Menurut R. Soesilo (1984 :.6) hahwa tindak pidana atau

peristiwa pidana ialaﬁ sesuatu perbunatan yang dilarang

atau diwajibkan oleh undang-u.lang yang apabila dilaku-
kan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau meng-
abaikan itu diancam dengan pi i .aa.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor M.0l1-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata
Kerja lLembaga Pemasyaraxatan, dinyatakan sebagai berikut,

Bahwa lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan tek-

nis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman dan bertanggung jawab lang-

sung kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dengan

tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana.
Jadi sesuai dengan namanya, lembaga pemasyarakatan bertindak
untuk menjadikan para narapidana'menjadi anggota masyarakat.

Dengan demikian lembaga pomasyarakatan merupakan satuan usa-
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ha pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina nara-
pidana. Dengan kata lain, lembaga pemasyarakatan merupakan
muara dari rangkaian upaya penegakan hukum dan karena peng-
ayoman yang menjadi wawasan hukuh nasional menempatkan lem-
baga pemasyarakatan sebagail tempat bermanifestasinya wawas-
an pengayoman. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu
bengkel memperbaiki, mereparasi akhlak dan budi pekerti ser-
ta harus mampu melahirkan kembali manusia yang memiliki ke-
sadaran hukum dan menghayati hakekat kehidupan masyarakat

manusiawi.

2.2 Sejarah singkat perkembangan J.embaga pemasyarakatan

Pada masa pemerintah Hindia Belanda,lembaga pemasyarakat-
an ini disebut lembaga kepen jaraan/rumah tahanan, sebagal
tempat untuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan
oleh para narapidana. Dengan demikian maka fungsi lembaga
kepen;araan/rumah tahanan pada waktu itu adalah sebagal upa-.
ya untuk membuat para narapidana m menjadi jera, sehingga ti-
dak akan mengulangi lagi -perbuatan tercela atau kejahatan
yang pernah dilakukannya. Juga sebagai upaya agar setelah me-
reka menjalani hukuman, diharapkan dapat kembali ke masyara-
kat dengan tlngkah laku yang 1eb1h baik.

Dari uraian singkat tersebut telah terlihat betapa pen-
jajah pun sangat berkepentingan untuk menjadikan setiap na-
rapidana yang telah selesai menjalani hukumannya, dapat kem-
bali ke masyarakat dengan tingkah laku yang lebih baik dan
+idak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Hal ini

sangat diharapkan, karena penjajah pun memerlukan terpeliha-



ranya ketertiban di dalsm masyarakat demi kelangsungan pen-
jajahannya dengan aman.

Akibat.demikian kuatnya pengaruh sistem kepenjaraan dan
belum adanya sistem baru yang menggantikannya, meskipun ke-
kuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia telah ber-
akhir, namun Pemerintah RI pada awal mulanya masih tetap me-
lanjutkan sistem kepenjaraan tersebut hingga labirnya sistem
lembaga pemasyarakatan.

Ide pamasyarékatan mula-mula dicetuskan oleh Dr. Sahar-
djo, S.H. sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman
RI, yang disampaikannya dalam pidato ﬁpacara pengukuhan ge=
lar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas
Indonesia, tanggal 5 Jull 1963. Di antara ini pidato beliau
seperti tertera di bawah ini.

1. Bahwa manusia itu pada hakekatnya sama, mesxipun pen-

jahat harus diperlakukan sebagaimana manusia.

2. Sebagal makhluk masyarakat, narapidana harus kembali

ke masyarakat menjadi warga yang berguna. |

3. Narapidana itu hanja dicabut kemerdekaan bergeraknya,

karena itu ia harus dididik dengan keterampilan guna
mendapatkan mata pencaharian. _ |
(Sub Team Proyek Pengumpulan Data Fakulta-s Hukum Uni-
versitas Padjadjaran Bandung, 1975-1976 : 3). |
selanjutnya, berturut-turut terjadi usaha-usaha ke arah
-pembaharuan hukum pidana di Indonesia, termasuk pembaharuan
sistem pemasyarakatan seperti berikut ini.

a. Pada tahun 1963 di Jakarta diadakan seminar hukum na-
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sional, yang dalam salah satu resolusinya bidang tata
hukum, azas-azas nasional dalam bidang hukum pidana,
diserukan dengan sangat, agar rancangan kodifikasi hu-
kum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan.

b, Juga pada tahun 1964 keluar konsep rencana undang-un-
dang tentang azas-azas dan dasar-dasar pokok tata hu-
kum pidana-dan hukum pidana Indonesia.

C. Kemudian berikutnya pada tahun 1964 di Surabaya diada-
kan kongrés Persahi dengan konsep rencana tentang azas-
azas dan dasar-dasar pokok tata ﬁukum pidana dan hukum
pidana Indonesia tersebut dijadikan pPokok pangkal pra-
saran Prof. Moeljatno. |
(Sub Team Proyek Pengumpulan Data Fakultas Hukum Uni-

versitas Padjadjaran Bandung, 1975-1976 : 5).

Dengan demikian ﬁada tahun 1964 terjadi perubahan sistem
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Demikian halnya
fungsi lembaga pemasyarakatan, di samping sebagai upaya per-
baikan tingkah laku bagi narapidana agar tidak mengulangi la-
gl kejahatan yang pernah mereka lakukan, juga iebih menguta-
makan pembinaan kepribadian para narapidana, menanamkan rasa
cinta tanah air dan memupvuk kesadaran bernegara, sehingga me-
miliki idealisme kebangsaan. Begitu seterusnya, sehingga pada
gilirannya mereka bukan saja menjadi obyek pembangunan, teta~
Pl sebagai subyek pembangunan untuk membangun manusia Indone-

sia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

2.5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyara-

katan
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Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa dili=-
hat dari kedudukannya, maka lembaga pemasyarakatan berada
di bawah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan bertang-
gung jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman,

Bila kita perhatikan lebih lanjut Surat Keputussn Mente-
ri Kehakiman RI Nomor M.0l-PR.07.03 Tahun 1985 tersebut, ma-
ka tugas pokok lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan
pemasyarakatan narapidana/anak didik (pasal 2). Kemudian un-
tuk melaksanakan tugas pokok lembaga pemasyarzkatan dimak-
sud, telah’ diklasifikasikan dalam tiga kelas.

a, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Is |

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A;

c. Lembaga Pemésyarakatan Kelas II B (pasal 4).
Selanjutnya, susunan organisasi dari masing-masing kélas ter-
diri dari bagian dan bidang-bidang, yang membawahi sub-sub
bagian dan seksi-seksl, atau seksi-seksi yang membawahi sub-
sub seksi menurut klasifikasinya, sedangkan seksi atau pun
sub seksi yang membidangi tugas pembinaan mental agama dapat
dikemukakan sebagai berikut.

a. Untuk tipologi kelas I adalah bidang pembinaan nara-

pidana, dalam hal ini seksi bimbingan kemasyarakatan,

b, Untuk tipologi kelas IT A adalah sub seksi bimbingan

kemasyarakatan dan perawatan.

¢. Kemudian untuk tipologi kelas II B adalah sub seksi

registrasi dan bimbingan kemasyarakatan.
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BAB III POLA PEMBINAAN MENTAL AGAMA TERHADAP NARA~
PIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bed Pengertian Mental Agama
Istilah mental agama terdiri dari dua kata mental dan
agama, karena itu sebelum membicarascn ...salah mental agama‘
terlebih dahulu perlu diketahui apa itu mental.
Dalam Kamus Besar Baha:a Indonesia (1988) disebutkan
bahwa mental berarti segala 2l jang menyangkut batin
dan watak manusia.

Dengan demikian mentgl merupakan prosés kejiwaan atau sega-

la sesuatu yang berhubungan dengan rohani, batin, pikiran

dan perilaku manusia. Pernyataan dari proses kejiwaan terse-
but berupa sikap, tingkah laku dan cara berpikir manusia.

Selanjutnya bila kita amati lebih ‘lanjut mental manusia
dapat digolongkan menjadi tiga golongan.

a. Mental ideologi ialah sesuatu sikap yang didasarkan kepa-
da keyakinan dan pandangan hidup suatu bangsa sebagai
perjuangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
itu.

b. Mental psikologi ialah suatu sikap seseorang yang tercer-
min -dalam tingkah laku, cara berpikir, cara berkehendak

dan cara berperasaan.

12
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¢c. Mental agama ialah suatu sikap yang bersumber dari keji-
waan agama.

Dari uraian singkat tersebut telah terlihat bahwa proses
mental, baik mental ideologi, mental psikologi maupun mental
agama, merupakan bagian dari proses mental pada umumnya.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat (1979 : 19) bahwa proses

mental terhadap agama tidak keluar dari proses mental

pada umumnya.

%.,2 Narapidana dan Masalahnya

Narapidana merupakan anggota masyarakat yang untuk se-
mehtara waktu diasingkan berdasarkan putusan hakim, dengan
tujuan untuk melindungi masyarakat.'Mereka menjalani pidana
dalam waktu tertentu, setelah dicabut kemerdekaan bergerak-
nya berdasarkan keputusan pengadilan (hakim).

Hukuman itu dilaksanakan dalam bentuk melakukan penutup-
an paksa dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam
lembaga pemasyarakatan. Tingkat hultuman narapidana berlain-
lainan,'tergantung tingkat kejahatan dan pelanggaran yang
dilakukannya. Hukuman jangka pendek, yaitu antara satu sam-
pai tiga bulan. Hukuman jangka sedang, yaitu antara tiga bu-
lan sampai satu tahun. Hukuman jangka panjang, yaitu di atas
satu tahun.

Di samping itu, tingkat kejahatan dan tindak pidana yang
mereka lakukan seperti pencopetan, pencurian, penodongan,
perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, dapat menimbul-

kan berbagai macam watak dan tingkah laku di antara narapi-
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dana dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap narapidana pada
Lembaga Pemasyarakatan Khusﬁs (LPK) Cipilnang dan Bukitduri
Jakarta, yang dilakukan oleh Direktorat Penerangan Agama De-
pariemen pgama bahwa keadaan narapidana pada lembaga pema-
syarakatan akan mengalami hal-hal sebagai berikut,

Bahwa mereka sangat sensitif dan peka terhadap sesuatu

yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga mudah timbul

cekcok di antara mefeka. Jiwa mereka selalu diliputi

oleh perasaan tertekan, sehingga menimbulkan gejala;geja-

la tidak tenteram, Narapidana yang lemah fisik dan men-

talnya, akan mendapat' perlakuan kasar, keras dan ganas
dari narapidana yang kuat fisik dan mentalnya. Terjadinya

perasaan bosan yang disebabkan oleh kehidupan statis di

dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Timbulnya rasa

penyesalan terhadaﬁ perbuatan yang telah mereka lakukan,
seningga menyebabkan mereka terpidana. Mereka diliputi
perasaan berdosa, kerinduan yang mencekam terhédap keluar-
ga, perasaan putus asa dan lain sebagainya, bercampur aduk
menjadi satu. (Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/

Khotbah Agama Islam (Pusat), 1978 : 14).

Bila hal-hal tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan ber-
bagai macam gangguan dan penyakit kejiwaan bagi narapidana,
dan dari sini kemungkinan penyebab terjadinya gangguan saraf,
berusana melarikan diri dan bahkan bunuh diri.

Selanjutnya tentang kondisi psikologis para narapidana da-
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lam lembaga pemasyarakatan akan mengalami penderitaan-pende-
ritaan sebagai berikut.
a., Hilang kemerdekaannya, disebabkan ruang hidup dan gerak
yang sangat sempit dan kecil dengan pengawasan dan peratur=-
an-peraturan yang amat ketat dari lembaga pemasyarakatan.
Hal demikian dapat menimbulkan gangguan dan penyakit jiwa,
‘yang lambat laun berakibat terjadinya penyimpangan tingkah
laku, frustasi, yang menyebabkan pula hilangnya kepercayaan
terhadap diri sendiri. |
Menurut W.S. Winkel (1984 : 35-36) bahwa bila kesulitan
berlangsunglterus-menerus dan tidak .mendapat penyelesai-
an, maka dapat mengancam kebahagiaan hidup, timbul gang-
guan mental dan kesukaran-kesukaran bergaul dengan orang
lain.
b. Kehilangan rasa aman, disebabkan adanya pemaksaan hidup
bergaul dengan oranngrang yang tidak dikenal sebelumnya,
bukan pilihannya sendiri dan terdiri dari orang-orang yang
divonis oleh hakim, Rasa aman tenteram yang merupakan kebu-
tuhan jiwa bagi setiap orang, telah hilang befsamaan dengan
hilangnya kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap narapidana
dalam lembaga pemasyarakatan.
c. Hilangnya kewajaran hubungan seksual dengan lain: jenis,
disebabkan adanya pergaulan sejenis, sepe?ti narapidana la-
ki-laki dipisahkan dafi narapidana perempuan, pidana anak-
anak dipisahkan dari narapidana dewasa, mereka dibatasi din-
ding tembok atau terali besi, tidak bebas bergaul dengan.ma-

nusia lain, kecuali dengan sesama parapidana.

-8
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Menurut Dr, Zakiah Daradjat (1983 : 52-54) bahwa apabi-
la pemaksaan hidup dalam pergaulan seks sejenis berlang-
sung terus-menerus dalam waktu yang lama, maka dapat me=-
nimbulkan gambaran seks yang samar. Demikian pula halnya
bila hubungan seks secara normal tidak dapat dilaksana=-
kan dalam waktu'yang berkepanjangan, akan terjadi penyim-
pangan-penyimpangan dalam hubungan seks, seperti onani
dan homo seksual, Kemudian pada gilirannya seks disalur-
kan melalui lukisan-lukisan pada dinding dan lantai pen-
jara.
d. Hilangnya hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia,
disebabkan semua hak milik, nilai yang terjadi antara manusia
dan barang kepunyaan narapidana telah dirampas menjadi milik
negara, demikian pula hak untuk memperoleh pelayanan sebagai
manusia biasa dan peranannya sebagal manusia telah hilang ser-

ta seolah-o0lah hanya sebagai obyek saja.

e. Hilangnya kemauan untuk bertindak sendiri, disebabkan se-
gala apa yang dilakukan seperti tidur, makan, mandi dan lain
sebagainya semuanya atas dasar komando dan paksaan, bukan
atas kemauan sendiri. Akibatnya timbul suatu proses kejiwaan
yang dapat mengganggu dirinya, seperti hilang semangat, hi-
lang rasa tanggung jawab, hilang gairah untuk bekerja, hilang
kreativitas dan inisiatifnya. Dengan hilangnya kreativitas

dan inisiatif, maka jelas akan menimbulkan kesulitan untuk
hidup secara wajar manakala narapidana telah kemball ke masya-
rakat, akhirnya mereka kembali melakukan kejahatan yang memba-

wanya lagi ke lembaga pémasyarakatan.



17

Bilamana kondisi psikologis narapidana tersebut tidak se-
gera mendapat penanganan, hal ini dapat mengarah kepada gang-
guan-gangguan atau penyakit kejiwaan seperti saraf, lumpuh,
gagu, gila dan yang sangat berbahaya adalah bunuh diri. Oleh
sebab itu, guna mengatasi hal-hal tersebut, maka perlu adanya
pendidikan agama/pembinaan mental agéma, pendidikan umum,

kursus keterampilan dan lein sebagainya.

3.3 Metodologi Dakwah sebagai Sarana
Dalam pembahasan terdahulu telah diuraikan tentang keada-

an dan kondisi péikologis narapidana, bahwa mereka merupakan
kelompok masyarakat tersendiri dengan karakteristik, sifat
dan ciri-ciri tersendiri pula. Hal demikian memberikan keje-
lasan tentang perlunya penerapﬁn metodologi dakwah yang tepat
sesuai dengan keadaan dan kondisi psikologis narapidana ter-‘
sebut.

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi psikologis nara-
pidana tersebut, maka metodologi dakwah sebagai sarana pembi-
naan méntal agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyara-
katan dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Metode personal approach (pendekatan pribadi), yang dilak-

sanakan oleh dai dengan melakgkan dialog langsung kepada in-
dividu naraﬁidana, baik dalam bentuk pemberian penjelasan,
pemecahan masalah dan lain-lain dari segi penghayatan agama,
seperti ajaran Islam tentang bertobat dari dosa, cara mengha-
dapi ceiaan, memperbanyak amal saleh, tidak berputus asa da-
lam menghadapi cobaan dan sebagainya.

b. Metode ceramah, suatu bentuk pidato yang ringkas, padat,
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berintikan pengetahuan yang dapat ditangkap, difahami dan di-
mengerti oleh akal dan perasaan narapidana sertg menumbuhkan
keyakinan atau kebenaran terhadap apa yang telah disampaikan
itu., Dalam metode ceramah, dai bersifat aktif sedang peserta
pasif.
c. Metode tanya jawab, suatu pembicaraan yang bersifat dialog
baik pihak dai (pembicara) maupun peserta saling terlibat
langsung secara aktif dalam pembicaraan tersebut.
Menurut Drs. Mansyur dkk (1982 : 86) bahwa dalam metode
tanya jawab, penggunaan pertanyaan adalah sebagai stimu-
lasi dan jawaban-jawabannya merupakan pengarahan dalam
aktivitas dakwah.
d. Metode konsultasi, yang dilaksanakan dengan cara dai mem-
berikan kesempatan kepada masing-masing narapidana untuk me-
minta nasehat atau penerangan seorang demi seorang. Dalam me-

tode personal approach, dai aktif melakukan pendekatan kepada

narapidana, sedang dalam metode konsultasi, maka narapidana
yang datang mengemukakan masalah atau meminta nasehat kepada
dai tentang masalah pribadinya. Yang perlu diperhatikan dalam
pelaksanaan metode konsultasi ialah penguasaan ilmu agama mau-
pun pengetahuan umum secara luas dan mendalam bagi dai, terma-
suk ilmu jiwa, terutama ilmu jiwa kepribadian dan ilmu jiwa
agama.

e. Penggunaan media audio visual (alat pandang dengar), yaitu

media komunikasl yang secara langsung dapat dilihat, didengar
dan dinayati, seperti siaran televisi, pemutaran film dan lain

sebagainya.
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f. Paket dakwah, yaitu dengan jalan memberikan sesuatu barang,
baik berupa sandang, pangan atau pun uang kepada sasaran dak-
wah., Namun yang lebih penting dan sesuai keadaan narapidana,
paket dakwah berupa makanan sehat, peralatan ibadat dan san-
dang, karena jumlah mereka pada umumnya banyak maka pemberian
paket dakwah sulit dilakukan secara per.orangan. oleh karena
itu hendaknya dilakukan secara bersama atau secara terorgani-
sir, seperti yayasan atau pun badan-badan lembaga keagamaan
dan kemasyarakatan.

g. Metode silaturrahmi (kunjungan), dengan cara mengunjungi

atau menghubungkan narapidana dengan keluarganya dan dengan
masyarakat pada umumnya, baik kunjungan langsung atau pun me-
lalui surat, dengan maksud agar dapat meringankan penderita-

annya. Bagi masyarakat umum, silaturrahmi merupakan hal yang

biasa, namun bagi narapidana yang serba sempit ruang gerak
dan hidupnya, tidak bisa secara wajar berhubungan dengan ke-

luarga, silaturrahmi merupakan hal yang sangat berharga dan

berarti. Dengan demikian metode silaturrahmi (kunjungan) me-
rupakan salah satu bentuk pelaksanaan dakwah dengan amal/per-
buatan nyata.

Pada dasarnya metode apa pun adalah baik, namun perlu di-
sadari bahwa masing-masing memiliki kelemahan di samping kele-
bihan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalan bagaimana
menggunakan metode tersebut secara tepat dan benar sesuai de-
ngan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Di samping itu
kegiatan dakwah bersifat khalidah (terus-menerus), kapan dan

dimana pun, termasuk dakwah terhadap narapidana. Oleh karena
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itu dituntut kesanggupan dan perhatian dari semua pihak un-
tuk ikut serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan dakwah/
pembinaan mental agama sebagal salah satu wujud pelaksanaan

pendidikan non formal.

3.4 Pola Pembinaan Mental Agama terhadap Narapidana pada

Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) disebutkan bah-
wa pola berarti 'model', 'bentuk' atau 'corak’. Maksudnya sua-
tu kerangka yang sifatnya umum. Jadi pola pembinaan mental
agama berarti suatu kerangka bersifat umum, menuju pembinaan
mental agama dilaksanakan.

Yang perlu diperhatikan sebelum penyusunan pola pembina-
an mental agama adalah kegiatan analisis keadaan yang meliputi
bagaimana keadaan, kemampuan atau potensi dari organisasi dak-
wah yang sebenarnya; bagaimana keadaan, kemampuan atau potensi
dari faktor-faktor yané dapat mempengaruhi jalannya dakwah,
faktor-faktor yang dapat menghalangi dakwah pada khususnya;
berdasarkan hasil analisis dari kedua faktor téfsebut selan-
jutnya dianalisis pula bagaimana tujuan dari dakwah/pembinaan
mental agama itu dapat tercapai dengan berhasil guna.

Dari hasil pembuatan analisis keadaan ketiga masalah/fak-
tor pokok tersebut akan tergambar suatu kerangka yang terdiri
dari dasar, tujuan, pelaksana/dai, sasaran, materi dan metode,
meskipun inti pola pembinaan itu pada hakekatnya meliputi wu-
jud dan proses. _

Berdasarkan surat Direktorat Pemasyarakatan Direktorat

Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor D.P.4.1/
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terhadap Narapidana, bahwa wujud pembinaan tersebut meliputi
pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus, latihan
kerja daﬁ lain sebagainya. Dari keseluruhan wujud pembinaan
terhadap narapidana, maka yang paling penting dan bahkan me-
rupakan faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya pem-
binaan narapidana adalah pendidikan agama/pembinaan mental
agama. Tanpa ketaatan beragama, pembinaan-pembinaan yang
lainnya kurang bermanfaat; tanpa rasa takut kepada Tuhan ke-
mungkinan seorang bekas'narapidana akan mengulangi kembali
kejahatannya, meskipun telah memiliki keterampilan.

Selanjutnya proses merupakan penahapan atau rangkaian
tindakan pembinaan yang dikehendaki.'sedara umum, proses pem=-
binaan narapidana berturut-turut seperti pendaftaran tentang
data pribadi, pemeriksaan kesehatan, observasi tentang latar
belakang keluarga, dan data tersebut kemudian di jadikan da-
Sar penyusunan program pembinaan.

Bila dirinci, kerangka atau pola pembinaan mental agama
terhadap narapidana itu meliputi hal-hal seperti berikut ini.
a. Dasar

Yang dimaksud dasar di sini adalah suatu alas, fundamen
atau asas yang di jadikan tempat berpijak dan sekaligus seba-
gai pedoman pelaksanaan dakwah/pembinaan mental agama ﬁerha—
dap narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan analisis penulis dari literatur yang ada bah-
Wa yang menjadi dasar pelaksanaan dakwah/pembipaan mental
agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan adalah

sebagai berikut.
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1). Reglemen Penjara Stbl 1917 No.78 pasal 66

Reglemen Penjara ini merupakan pedoman dasar bermula pelak-
sanaan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana
pada lembaga pemasyarakatan. Dalam reglemen pemjara terse-
but nampak jelas bahwa di penjara-penjara di negeri kita
diberikan pendidikan agama, agar narapidana tidak melanggar
hukum lagi dan menjadi orang yang mématuhi perintah-perintah
agama. Dasar ini terus berlnagsung dan dipedomani hingga
berakhirnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indone-
sia, bahkan pada masa pemerintahan Jepang dan awal pémerin-
tah RI. |

2). Maklumat Bersama antara Jawatan Penerangan Agama dan
- Jawatan Kepenjaraan tanggal 1 Juli 1953
Maklumat ini sifatnya menguatkan kerjasama antara instansi
lembaga kepenjaraan dan Departemen Agama. Oleh karena itu
walau telah terjadi perubabhan sistem kepenjaraan menjadi sis-
tem pemasyarakatan, namun maklumat bersama tersebut masih te-

tap berlaku hingga sekarang.

b. Tujuan

Yang dimaksud dengan tujuan disini adalah arah, haluan,
yang dituju dan dimaksud dari kegiatan dakwéh/pembinaan men-
tal agama terhadap narapidana'pada lembaga pemasyarakatan.
Oleh karena itu tujuan pembinaan mental agama terhadap nara-
pidana tidak terlepas dari tujuan umum pembinaan narapidana
itu sendiri.

Adapun tujuan umum pemb;naan narapidana adalah untuk mem-

bangkitkan rasa harga diri, mengémbangkan rasa tanggung
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Jjawab, berguna sebagai warga negara dan menjadilmanusia
berpribadi, taat menjalankan syariat agamanya serta ber-
akhlak tinggi. ’
(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama
Islaﬁ (Pusat), 1978 . 6?).
Jadl secara umum pembinaan mentai narapidana bertujuan agar
narapidana menjadi baik, tidak melanggar hukum lagi atau me-
miliki idealisme kebangsaan, pengetahuan dan keterampilan.
Selanjutnya, tujuan pembinaan mental agama terhadap na-
rapidana adalah untuk menumbuhkan kesadaran rohaniah
yang mampu memperbaiki kesalahannya, kembali ke jalan
yang benar dan penuh harap bahwa A;léh akan menerima to-
batnya serta mampu membuka lembaran baru délam hidupnya
untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan bertakwa
kepada Allah SWT.
(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama
Islam (Pusat), 1978 : 33).
Ringkasnya, fujuan pembinaan mental agama terhadap narapida-
na pada lembaga pemasyarakatan adalah untuk kemaslahatan dan
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
¢. Pelaksana
Yang dimaksud pelaksana di sini adalah dai, orang yang
melak sanakan kegiatan_dakwah/fembinaan mental agama secara
langsung kepada narapidana pada lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan buku panduan kerja juru penerang agama (1983/
1984) béhwa pelaksana dakwah/pembinagn mental agama ter-

hadap narapidana pada lembaga lembaga pemasyarakatan ada-
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lah.Guru Agama Honorer (GAH) yang kini disebut Penyuluh
Agama Islam, atau tenaga lain yang dikoordinir oleh Sek-
sl Penerangan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabu-
paten/Kotamadya.

(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama
Islam (Pusat), 1983/1984 : 17).

Oleh karena itu setiap Kepala Seksi Penerangan Agama Is-
lam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya harus
mengadakan pendekatan kepada pimpinan lembaga pemasyarakatan
yang ada di wilayahnya dalam rangka koordinasi kegiatan pem-

binaan mental agama tersebut.

d. Sasaran
Yang dimaksud sasaran di sini adalah obyek atau tempat,
sesuatu yang menjadi tujuan dakwah/pembinaan mental agama.
| Menurut buku panduan kerja juru penerang agama (1983/1984)
bahwa yang menjadi sasaran pembinaan adalah seluruh nara-
pidana yang beragama Islam.
(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama
Islam (Pusat), 1983/1984 : 17).
Hal ini sejalan dengan ketentuan umum tentang kegiatan dakwah
/penyiaran agama bahwa sasaran penerangan agama Islam ialah
masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia (suku terasing)

yang belum memeluk agama.

e. Materi
Yang dimaksud dengan materi di sini adalah segala sesuatu

yang menjadi bahan dakwah/pembinaan mental agama terhadap na-
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rapidana pada lembaga pemasyarakatan.

pada dasarnya materi pembinaan mental agama bersumber
dari al Quran dan al Hadis, namun demikian menurut buku
panduan kerja juru penerang agama (1983/1984) bahwa ma-
teri pembinaan mental agama meliputi keimanan, ibadat,
akhlak, al Quran dan tarikh.

(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama
Islam (Pusat), 1983/1984 : l?-lB).

f. Metode

Yang dimaksud dengan metode di sini adélah cara kerja
yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan
guna mencapai tujuan y;ng ditentukan, dalam hal ini kegiatan
dan tujuan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana
pada lembaga pemasyarakatan. Metodologi dakwah/pembinaan men-
tal agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan te-

lah dibahas pada pasal terdahulu.

g. Biaya

Yang dimaksud dengan biaya di sini adalah ongkos, belan-
ja, pengeluaran atau uang yang dikeluarkan untuk mengadakan
kegiatan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana
pada lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan analisis penulis,
sumber dana bagi pembiayaan kegiatan dakwah/pembinaan mental
agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan dapat
diambilkan dari dana rutin (DIK mata anggaran 250) Seksi Pe-
nerangan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota-

madya, proyek dan lain sebagainya.
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h. Upacara Keagamaan/Peringatan Hari Besar Islam

Yang dimaksud dengan upacara keagamaan di sini adalah
rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada atur-
an-aturan tertentu menurut agama, atau perayaan yang diéda-
kan sehubungan dengan peristiwa penting seperti cara berwu-
dhu, salat, upacara kelahiran, perkawinan, kematian dan lain
sebagainya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan peringatan ha-
ri besar Islam seperti peringatan Maulid, Isra Mikraj, Nu=-
zulul Quran dan lain sebagainya. Upacara keagamaan/peringat=-
an hari besar Islam sebagai bagian pola pembinaan mental aga-
ma terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan berarti

sebagai upaya penghayatan dan pengamalan ajaran Islam.

i. Evaluasi

Evaluasi (penilaian) sangat berguna bagi setiap kegiatan
dakwah, untuk melihat keberhasilan, kekurangan dan menentu-
kan alternatif penyempurnaan, baik terhadap dai maupun ter-
hadap penerima dakwah. Evaluasl terhadap dai berarti menga-
dakan penilaian tentang sejauh mana tujuan telah dicapai,
juga tentang proses penyiapan dan penyajian materi dakwah,
tentang pemilihan tema dan judul, tentang penentuan program
dan tata kerja bagi pelaksanaan dakwah, serta tentang minat
para peserta/penerima dakwah. Selanjutnya evaluasi terhadap
peserta/penerima dakwah berarti untuk melihat'sejauh mana .
penguasaan dan pemahaman keseluruhan materi yang telah disa-
jikan, maka perlu diadakan semacam ulangan atau pun praktik

latihan, terutama dalam hal salat dan membaca al Quran.
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BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

a. Lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk perubahan da-

ri lembaga kepenjaraan/rumah ‘ahanan pada masa peme-
rintahan Hindia Belanda, sebagai lcmbaga yang bertu-
gas melaksanakan pemasyarakatan Lorapidana dan Eer-
fungsi sebagai upaya perbaikan '7.gkah laku narapida-
na agar tidak mengulangi lagi kejchatan atau pe_ angga-
ran yang pernah dilakukan; sebagal upaya pembiiaan ke-
pribadian narapidana, menanamkan rasa cinta tanah air
dan memupuk kesadaran bernegara, sehingga memiliki
idealisme kebangsaan.

Lembaga pemasyarakatan terdiri dari tiga kelas, yaitu
Lembaga-Pemasyarakatan Kelas I; Lembaga Pemasyarakat-
an Kelas II A; dan Lembaga Pemasyarakatan Kelns II B.
Untuk lembaga pemasyarakatan kelas I yang bertugas me-
laksanakan pembinaan mental agama adﬁlah Bidang Pembi-
naan Narapidana, dalam hal ini Seksi Bimbingan Kemasya-
rakatan., Untuk Kelas IT A adalah Seksi Bimbingan Nara-
pidana, dalam hal ini Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakat-

an dan Perawatan. Untuk kelas IT B adalah Seksi Bim-

27
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bingan Narapidana, dalam hal ini Sub Seksi Registrasi

dan Bimbingan Kemasyarakatan.

Mental agama merupakan bagian dari proses mental pada
umumnya, yang bersumber dari kgjiwaan agama. Mental
dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yakni men-
tal ideologi, mental psikologi dan mental agama.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu terten-
iu sedang menjalani pidana karena dicabut kemerdekaan
bergeraknya berdasarkan keputusan hakim. Dilihat dari
keadaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan
akan mengalami hal-hal sebagai berikut.

Mereka sangat sensiti.f terhadap sesuatu yang terjadi

di lingkungannya; mereka selalu diliputi perasaan ter-
tekan, timbul kegelisahan; terjadinya perasaan bosan,
akibat suasana kehidupan yang statis; timbulnya rasa
penyesalan terhadap kejahatan yang telah dilakukan,
merasa berdosa, kerinduan terhadap keluarga, dan lain
sebagainya.

Dilihat dari kondisi psikologis narapidana di dalam
lembaga pemasyarakatan akan mengalami penderitaan se-
bagai berikut.

Kehilangan kemerdekaan, kehilangan raéa aman, kehilang-
an kewajaran hubungan seksual dengan lain jenis, kehi-
langan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia,

dan kehilangan keamanan untuk bertindak sendiri.

Pembinaan mental agama berintikan pada wujud dan pro-

%
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ses. Wujud binaan merupakan pendidikan agama dengan
materi ajaran agama Islam yang bersumber dari al Quran
dan al Hadis. Proses merupakan penahapan tindakan
atau rangkaian pembinaan yang dikehendaki, setelah
terlebih dahulu diadakan pendaftaran tentang data pri-
Badi, pemeriksaan kesehatan, observasi tentang latar

belakang keluarga, ‘dan penyusunan program pembinaan.

Metodologi dakwah sebagai sarana pembinaan mental aga-
ma terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan,
meliputi.

Metode personal approach (pendekatan pribadi), dilak-

sanakan dengan cara dai secara aktif langsunéamelakq-
kan pendekatan kepada setiap pribadi narapidana.
Metode tanya jawab, suatu penggunaan pertanyaan seba-
gai stimulasi dan jawaban-jawahannya merupakan penga-
rahan dalam a]lativitas dakwah,

Metode konsultasi, dengan cara narapidana datang ber-
kohsultasi tentang masalah pribadinya kepada dai, ka-
rena itu dai harus berpengetahuan agama dan umum yang
luas.,

Penggunaan media audio visual (alat pandang dengar),

dengan menggunakan media komunikasi yang dapat dili-
hat, didengar dan dihayati langsung, seperti lewat te-
levisi dan pemutaran film.

Paket dakwah, dengan cara menyerahkan sesuatu yang
berupa makanan sehat, peralatan ibadat, uang dan san-

dang.
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Molode silaturrahmi (kunjungan), dengan cara mengun-

Mingi langsung ke rumah atau menghubungkan narapidana
Wengan keluarga melalui surat atau kunjungan langsung

Wtuk meringankan penderitaannya.

“ola pembinaan mental agama mefupakan kerangka bersi-
tat umum menuju pembinaan mental agama dilaksanakan,

necara teoritis meliputi dasar, tujuan, pelakéana/dai,
wasaran, metode, materi, biaya, upacara keagamaan/ pe-

Yingatan hari besar Islam dan evaluasi.

wRran-saran

\
* Vengan memperhatikan keadaan dan kondisi psikologis

harapidana, perlu kiranya dipersiapkan dai/pelaksana

vembinaan mental agama terhadap narapidana pada lemba~-
Ka pemasyarakatén yang benar-benar menguasai ilmu aga-
ma dan ilmu pengetahuan umum secara mendalam dan luas,
terutama ilmu jiwa, ilmu jiwa kepribadian dan ilmu ji-
wa agama, karena pembinaan mental agama terhadap nara-
vidana pada lembaga pemasyarakatan lebih bersifat pen-

dekatan psikologis.

. Derlu dipikirkan pula tentang pembinaan sikap masyara-
gcat terhadap narapidana bilamana telah kembali ke ma-
syarakat. Pembinaan sikap masyarakat dimaksud diarah-
san pada kebesaran jiwa dan kesediaan secara sukarela
untuk menérima kembali kehadiran narapidana di tengéh-
tengah masyarakat. Ini bisa dilaksanakan lewat penga-

jian-pengajian, ceramah~-ceramah, khotbah-khotbah dan
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lain-lain kesempatan dengan memanfaatkan para dai,

khotib, muballigh dan guru-guru mengaji.
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Lampiran 1.

(1)

(2)

(3)

(n

(2)

GESTICHTEN REGLEMENT
REGLEMEN PENJARA STBL. 1917 No. 708.

BAB IX PENGAJARAN DAN MELAKUKAN AGAMA

Pasal 65,

Gubernur Jenderal menentukan dalam penjara mana dan [lmu-
ilmu apa akan diberikan pengajaran kepada orang-orang ler-
penjara yang patul mendapatnya.

Guru-guru ditunjuk oleh Direktur Justisi, kalau perlu berunding
dengan direktur pengajaran dan Ibadat.

Dalam peraturan rumah Langga penjara-penjara tersebut dalam
ayat 1 keterangan-keleran:an yang lebih jelas akan diberikan
tentang lamanya pendidik in, waktunya diberikan 11u tenting
kewajiban menuntutnya il oleh beberapa orang-orang hukuman.

Pasal 66.

Dengan ini Direktur Justizi dalam pemara diberi kesempatan .

4 Untuk melakukan agama oleh orang-orang terpenjara, viang
minta Kescmpatan itu,

b. Untuk memberikan pendidikan agama atau pencrangan lam
tentang kebaktian pada Tuhan atau Hmu Filsafah  kepada
orang terpemary vang Ldak mempunyai Keberatan terhadap
hal 1y,

Dalam peraturan  rumah-langga  penjara-penjari cimuat  kete-
rangan-keterangan lebih jelas tentang pendidikan dan melaku
kan agama tersebut dalam ayat 1.




Lampiran 2,

JAWATAN PENERANGAN AGAMA DAN
JAWATAN KEPENJARAAN

No. 5 1gl. 25 Juni 1953 (Jaw. Penerangan Agama)

No. J.H. 8.4/20/tgl. 21-10- 1953 (Jaw. Kepenjaraan)

KEPALA JAWATAN PENERANGAN AGAMA

MENIMBANG

e e . —

MENGINGAT

M

(5]

'l

DAN

KEPALA JAWATAN KEPENJARAAN

. Buhwa Apgama adalah penting sekali artinya

untuk pembangunan  budi pekerti vang
berguna manfaat  besar ' bagi masyvarakat;

. Bahwa penvuluhan Agama, yung selama

ini dilakukan oleh fhak jawatan Pene-
rangan  Agama disebagian  dari  rumah-
rumah  Penjara  nepen,  perlu dipergiat;

. Bahwa untuk ketertibannya dalam segala

sesudtunya, kepiatan iu perlu diberi dasar
vang terbentuk maklumat bersama antara
Jowatan Penerangan Agama  dan  Jawatan
Kepenjaraan,

. Peraturan Pemernmtah RI dulu No. 33/

1049 jo. Na. 8/1950;,

CPeraturan Menten Agama No.o 10 tahun

1052 fasal 7 dan fasal 9 sub C, vang menga-
tur tugas  kKewajiban  Jawatan  Pencrangan
ARami,

cPeraturan Pempara Bab., X fasal o6 vang

mengatur pengajaran dan melakukan Abama
bagr orarrp-orang terpenara,

MUTUSKAN:

Menetaphkan Maklumal Bersama antara Jawatan Penerangan
Apama dan Jawatan Kepenmjaraan sebagai berikut

o —— A B -
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Hal Penvuluhan Agama.
Pasal 1.

Fihak Jawatan Pencrangan Aguna membern penvuluhan Agama
ditap-tiap rumah-rumah Pempara  Negen Selurub Indonesia
kepada para penghunmnyi.

Fihak Juwatan Kepemparaan memben kesempatan, menyediakan
tempat yang layak untuk penvuluhan Agama, sertd mengatur
para penghum rumah-nynah  Penjaranya yang mengikuti pe-
nyuluhan Agama itu.

Hal Guru Agama Honoraris,
Pasal 2.

Guru Agama Honoraris yang memben penyuluban Agama di
Rumah-rumah Penjara Negen, diangkat oleh Kepala Jawatan
Penerangan Agama, atas usul Kepala ka itor Penerangan Agama
Propinsi. dengan teriebibh dahulu persetjuan pimpinan Rumah
Penjara yang bersangkutan.

a. Guru Agama Honorans memberi peiyuluhan Agama di
Rumah-rumah Penjara Negen dengan mengindahkan sepenuh-
nva instruksi khusus tentang perselijuan punpman Rumah
Penjara yang bersangkutan.

b. Menmndahkan sepenubava ketentuan-ketentuan  vang  di-
berikan oleh I’l'mpm:m Rumah Pemara setempat  mengeni
penjagaan Kearpanan dan ketertiban  datam  rumah Pemara.

Tiap tnwulan sekali harus dilaporkan ke Pusat hasil dan Ke-

sanuan dan penvuluhan Agama tersebut. n

Hal Haya,
Pasal 3.

Honoranum dan penggantian ongkos Kendaraan Guru Agama
Honorans vang member Penyuluhan Agama di Rumah-rumah
Penjara Nepen diberatkan sepenuhnya Kepada anggaran belan
Jawatan Penerangan Agamii.

Biava lmin-lain yang berkenaan dengan keperluan penyuluhan
Agama di Rumah-rumah Peniara Neger seberapa bdak  ber-
tentangan dengan  peraturan perbelaniaan  Kepenpraan, di-
beratkan sepenuhnyva  Kepada anggaran belann Jawatan Ke-
penjaraan.



Ketentuan Penutup. |
Pasal 4. :

I, Maklumat bersama ini mulai berlaku pada tanggal | Juli 1953.

[

Maklumat Bersama in1 disampaikan oleh Jawatan Pcncrang:m‘ i
Agama dan Jawatan Kepenjaraan, masing-masing kepada Ins-

tansi bawahannya di daerah-daerah seluruh Indonesia untuk
dilaksanakan segera.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 1953,

KEPALA JAWATAN KEPALA JAWATAN
PENERANGAN AGAMA, KEPENJARAAN,
Citd. t.t.d.
( ABDULLAH "AIDIB) ( Mr. ROESBANDI )
Mengetahui :
A.n. MENTERI AGAMA A.n. MENTER] KEHAKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL SEKRETARIS JENDERAL
t.1.d. t.t.d.

( R. MOH. KAFRAWI ) ( Mr. M. BESAR )




Lampiran 4.

]
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MENTER! KEHAKIMAN
REFUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOK M. 0i=PR, 07.03 TAHUN 1985

TENTANG

ORGANISAS! DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASY ARAKATAN
MENTERI KEHAKIMAN REFUNLIK INDONESIA,

Menmmbang © bahwa  denpun mcangkainyn pclaksanzsn  tugns i
bldung  pemasvarskatan  perly merunivskan  kemball
keduduki, tugn:, lungsi, susunan oypaiass San ik
kerp Lembags  Penmsysraknton  Jdibngkungan hantor
Wilayah Departemen hehukiman,

Mengingn! E B

12

(,

Undanp-Undang - Nomor K Tohun 1981 tentang

okun Acara dana,
Peraturun Femenntah Republih Indonenn Nomor o

Tubun 19K} temuny Pelnksanssn Kiieh Undeng-

Undang: Dok Acara Pidpna,
heputusan Presdden Kepubll bdonees Momor 44

Tobun 1074 tentany Vokok-l'okok Organtessi De

partemen;
K eputusan Presden Repmblik Indonessa Nomior 45/

M L 1983 teniany Pembentukan kabinet Pean

hangunan 1V -
Kheputumin Presiden Repubhl Indonesi Nomor 15

Tuhun 19540 tentang Susunan Orgumsas Departesion,

keputuzan Fresiden Kepubhih Indonesi Nomenr 124/




Memperhatikan

Menclapkan

M Tahun 1984 tenteng Pengangkatan Menteri Kehe-
kiman Republik Indonans;

7. Keputvsan Menteri Kehakiman Republik Indonesis

Nomor:

— M. 04-PR. 07. 10 Tahun 1982 tentang Organisasi
dan Tata Kerju Kan-
tor Wilayah Departe.
men Kchakiman;

= M. 05-PR. 07.10 Tahun 1984 ienteng Orpanisasi
dan Taiwa Keru De-
partemen  Kelaki-
man;
= M. 06-PR. 07.10 Tahun 1984 1entang Pemben uk-
zn Kantor Wil veh
Deperiemen Keloaki-
man T:pe B di J im-
bi, DPungkulu, .l
Yogyvakarta, Kzb-
manten Tengal, Nu-
su Tengpers  Horag,
Sulewesi  Te. zgara
dan  Swswesi  Te-
ngah,

Persctujuan Menteri Negars Pendavagurzan Apasratur
Negamn dalam suratnya Nomor @ R-98/I/MENPAN/2/
BS5 tanpgal 2 Pebruari 1985,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! KEHAKIMAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN,

Hagan periama
Kedudukan, wgas, fungs den Klasifikas)
Faml |

(1) Lembags Pemssyarakatan untuk sclanjutnyn da-
lam Keputusan i discbut LAPAS adalah unit




pelskeanzan  tekmis di bidsag pemssyarakaian
ysnp berads dibawah dan bertangpung jawab
langsung epada Kepals Kantor Wilayah Departe-
men Kehakiman,

LATAS dipimpin oleh seorang Kepala,

Pasal 2

LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyera-

katan narapidena/anak didik.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan 1vpas tersebut padas Pasal 2,

LAPAS mempunya: fungsi ;

i,

b.

(1

(2)

b

melakukan pembmzsn narspidana/anak didik;

memberikan bimbingan, mempersapkan sarana dan

mengclola hasil kenja;

. melakukan bmmbingsn tosal/kerokhianian narapidena/
anak didik;

. melakukan pemeliharaan ‘teamanszn dan taw tertib
LAPAS;

. mclakukan urusan tata vaaha dan vumah tan g,

Pasal 4
LAPAS diklasifikasikan dzlam 3 (ugs) Kelas
vaiu :
3. LAPAS Kelas |;
b. LAPAS Kelas 11 A;
¢ LAPAS Kelns 1T B,
Klasifikas terscbut pada avat (1) didasarkan stas
kapasitas, tempal kedudekan dan kegitan kena,

Bagiuan Kedun
Susunan Organisasi LAPAS Kcelas |
Paxal §

LAPAS Kelas | {(gatu) terdin dari:
. Bagwn Tata Usaha,
Hidang Pembinaan Narapidana,
Bidang Kegatan kena,
. Budang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
. Kesatuan Fengamanan LAPAS,




Paral 6
Bagian Tast Usaha mempunym tugas melaksznakan
urusan 1ata usaha dan rumah tangga LAPAS,

Pasal 7
Untuk menvelenggaraksn tugas terscbut poda Pasal 6,
Bapian Tata Usaha mempunyai fungsi |
a, melakukan vruzan kepegawaan;
b. melakukan urusan keuangan,
¢. melakukan sural menyural, perlengkapan dan nwmah
CoLanpgpa,
Pasa) 8
Bagran Tats Usaha terdini dan .
Sub Bagun Kcpegawaan;
b. Sub Bagun Kcuangan;
¢. Sub Hagan Umum,

(3

Pagal ©

(1) Sub Bapun Kepegawaian mempunya tugss meka
kukan urusan kepegawaan,

(2) Sub Bagian Keusngan mempunyar tugas michsky.
kan urusan keuangan,

(3)  Sub Bagan Umum mempunvar tupas meclakukan
urusan sural menvural, perienpkapan dan nimah
tangra,

Pasal 10
Widanpy Pembinaan  Namapidans  mempunval  tugas
mclaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana,

Pexal 1]

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada pasal
10, Widany Pembinaan Marapidans mempunya fungst
4, mclakukan™ repistrasi dan membuat statistik gerta

dokumcntas sidik jart parapidana;

b. membenkan bimbingan pemasyvarakatan,
¢, menpurus keschetan dan membernikan perawatan bagi
narapidana,




Pasal 12
Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari :
a. Scksi Registrasi;
b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan;
c. Seksi Perawaian Narapidana,

Pasal 13
(1) Seksi Registrasi mempunyai wgas melakvkan pen-
catalan dan membuatl staustik serta dok imentasi
sidik jari narapidana,

(2) Seksi Bimbingan Kemasyarakaian mempunyai tu-
gas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokha-
ni serta memberikan latihan olah raga, peningkatan
pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan nara-
pidana.

(3) Seksi Perawatan Narapidana mempunyai lugas
mengurus kesehatan dan memberikan perawatsn
bagi narapidana,

Pssal 14
Bidang Kegmian Kena mempunyai tugas memberikan
bimbingan kena, mempersiapkan  sarana k:ﬁa dan
mengceloa hasil kena.

Pasal 15
Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada Pasal
14, Bidang Keguatan Kena mempunvai fungsi:
4. memberikan bimbingan  latihan kera bagi narapida-
na;
b. mempersuapkan fasilitas sarana kena;
c. mengelola hasil kena,
: Pasal 16
Bidang Kegatan Kena terdin dari @
2. Scksi Bimbingan Kena,
b. Seksi Sarana Kena;
c. Scksi Pengelolaan Hasil Kena.




Pasal 17

(1) Seksi Bimbingan Kenja mempunyai tugas memberi-
kan pctunjuk dan bimbingan latihan kera bagi
narapidana,

(2)  Seksi Sarans Kenia mempunvai lugas mernperstap-
kan fasihitas sarana kenja.

(3) Seksi Pengelolzan Hasil Kea mempunyai tugas
mengelola hasil kena,

Pasal 18
Bidang Admunistrasi Keamanan dan Tata Tertib
mempunyal lugas mengatur jadwal lugas, penggunoan
perlengkapan dan pembagian \ugas pengamanan, mernen-
ma laporan hanan dan berita acara dan satuan penga-
manan yang bertupas serta menyusun laporan derksla
di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib,

Pazal 19
Untuk menyeclenggarakan tugas tersebul pade Pasal

18, Bidang Admimistrass Keamanan dan Tsta Tertib

mempunyvai fungsi .

&, mengatur jadwal tugas, pengpunaan perlengkapan
dan pembagizn lugas pengamanan,;

b. menenma laporan haran dan berita acara darn satu-
an pengamanan vanp bertugas sertas mempers apkan
laporan berkali di bidang keamanan dan menepak-
kan tata tertib,

Pasal 20
Bidany Administras: Keamanan dan Tata Tertib ter
diri dari ;
a, Scksi Keamanan -
b. Scksi Pelaporan dan Tatu Tertib,
Pasul 2]
(1) Scks: Keamanan mempunyai ‘lugas mengatur
jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pem-
bagian tugas pengamanan,




(2)  Seks: Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas

menenma laporan hanan  dan berits scary dari
satuan pengamanasn vang bertugas serls memper-
siapkan laporan berkals di bidang keamanan dan
mencpakkan 1at tertib,

Pasal 22

Kesatuan Fenpamanan LAPAS mempunyai tegas

menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

Pasal 23
Untuk menyelengrarakan tugas terscbutl pada Pasal

22, Kesaiwan Pengamanan LAPAS mempunvan fungsi:

a.

meclakukan pemjagasn  dan  pengawasan  terhadap
narapidana,

. melakukan pemchbharaan keamanan dan ketertiban;

melakukan pengawalan pencnmaan, penempatan dan
pengcluaran narapidana,

. mclikukan pemeriksaan terhadap polanggaran kea

manan,

. membual laporan hanan dan berty acara peisksanzan

pengamanan,

Yasal 24

(1) Kesawwan Fengamanan LAI'AS dipimpin oleh se.

orany Kepala dan membawabikan Pewugas Penga-
manan LAI'AS,

(2) Kepala Kesatwan Pengamanan LAPASL berada

Nn - e

bawal dan bertanggunp swab lanpsieng kepada
Nepala LAPAS.

Bapan hetga
Susunan Orgamisasi LAI'AS Kelas HA
Pasal 25
LAPAS Kelas 11 (dua) A rerdin dan ¢
. Sub Baguan Tata Usaha,
. Scksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik,
. Seksi Kepmtan kenu,




d. Scksi Adnmumstrasi Kesmanan dan Tata Tertib;
¢. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Pasal 20
Sub Bagian Taw Usaha mempunyar tupas melakukan
urusan wata usahs dan rumah tanges LAPAS.

Pasal 27
Untuk menyelengparakan tugas tersebut pada Pasal
26, Sub Bagian Tata Usaha mempunyan fungs: ©
a. melakukan urusan Kepegawaian dun kKevangan,
b. melakukan urusan surat-menyural, periengkapan dan
rumah tangga,

Pasal 28
Sub Bagian Taww Uszha terdin dan ¢
a. Urusan Kepegawman dan Keouangan,
b. Urusan Umum.

Pasal 29
(1) Urusan Kepegawaian dan Keuangzn mempunyal
tugas melakukan vrusan kKepegawinan dan Kevang-
an,
(2} Urpsan Umum mempunyvin tugas melakukan v

san  surat-menvurat,  perenpkapan dan rumah
Langgra.

& Pasal 30
Schs Bimbmgan Narapsdana/Anah. Didilh mempunva
tugas membernkan himbmgan pemasvarakatan narap:
danasanak dudik,

Pasal 3|
Untuk menvelengearakan tupas tersebut pada Pasal
30, Scksi Bimbingan Naramdana/Anak Didih mempu-
nval fungst:
4. melakukan registrasi dan membuat statistil. serta
dokumentast sidik jari narapidana/anak didik,




o ——————

b. memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus
keschatan dan memberikan perawatan bagi narapi-
dana/anak didik,

Pasal 32
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdin dari:
a. Sub Seksi Registrasi;
b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan,

Pasal 33

(1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan
pencatatan dan membuat statistik serta dokumen-
tasi sidik jari narapidana/anak didik,

(2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarzkatan dan Fera-
watan mempunyai tugas memberikan bimbingan
dan penyuluhan rokhani serta memberikzn latihan
olah raga, pcnmgkatan pengetahuan asumilasi,
cuti penglepasan dan kesejahteraan narap.dzna/
anak didik serta mengurus keschatan dan mem-
berikan perawatan bagi  narapidana/anak didik,

Pasal 24
Seksi Kegmatan Kena mempunyai tugas memberikan
bimbmgan kena, mempersiapkan  sarana  kena dan
mengelola hasil kena,

Pasal 35
Untuk menyelengrarakan tugas terscbut pada Pasal
34, Seksi Kepiatan Kena mempunval fungsi |
4. memberikan bimbmgan latihan kena bagi narapida’
najanak didik dan mengelola hasil kena,
b, mempersiapkan fasilitas sarana kena.

Pasal 36
Seksi Kepratan Kena terdiri dan @
2. Sub Seksi Bimbingan Kena dan Pengelolaan Hasil
Kena;
b. Sub Secksi Sarana Kena,




PPasal 37
(1) Sub Seksi Bimbingan Kena dan Pengelolaan Hasil
Keija mempunyasi tupss memberikan  petunjuk
dan bimbimngan latihan kena bagi narapidana/anak
didik serty mengelols hasil kenja.
(2)  Sub Scksi Sarana Kena mempunval tugas memper-
sipkan fasiltas sarana kena,

Pasal 38
Scksi Admumistrast Keamanan dan Tata Tertib mem-
punvai tugas mengatur jadwal lugas, pengpunaan per-
lengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima
luporan haran dan berity zcara dan satuan pengamanan
vang, bertugas serta menyusun laporan berkala di bicung
kecamanan dan mencgakkan tata tertib,

Pasal 30
Untuk menyelenggarakan tugss lerscbut pada Pasal
38, Seksi Admumistrasi Keamanan dan Taw Tertib
mempunyai fungsi :

a. mengatur jadwal lugas, pengpunaan perlengkapan
dun pembagiin tugas penpamanan,

b. menenma laporan hanan dan berity acara dan satuan
pengsmanan yvang bertugas serta menyapkan laporan
berkale di bidang keumanan dan mencpakkan tata
tertib,

Pasal 40
Seksi Adnumistras Keamanan dan Tata Tertib terdiri
dan :
a. Sub Sckst Keamanan,
b. Sub Sckst Pelaporan dan Tata Tertib,

Pasal 41
(1) Sub Seksi Keamanan mempunyvial tupas mengatus
jadwal  tugas, pengpunaan  perlenpkapan dan
pembigLin tupes pengamanan,
(2)  Sub Scksi Pelaporan mempunvin tugas menerima
laporan harnan dan berita acara dan satuan penga-
manan vanp bertugas serti mempersiapkan laporan




berkals di bidang keamanan dan menegakkan tata
Lertib,
Pasa) 42
Kesatuan  Pengamanan  LAPAS mempunyai  tugas
menjaps keamanan dan ketertiban LAPAS.

Pasal 43
Untuk’ menyelenggarakan tugss tersebut pada Pasal

42, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

a, melakukan  pemjagaan  dan  pengawasan  terhadap

narapidana/anak didik;

b, melakukan pemclibaraan keamanan dan ketertiban;

c. melakukan pengawalan penenmaan,  penempatan

dan pengeluaran narapidana/anak didik

d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran ke-

amanan;

¢. membuat laporan hanan dan berita acars pelaksanaan

pengamanan
Pasul 44

(1) Kesinuan Pengamanan LAPAS dypmmpin oleh se-
orang hepads dan membawahkan Petugas Penga-
manan LAPAS,

(2)  kcpala Kesatuwan Pengamanan LAPAS berada di
bawah dan bertangpung, jawab langsung kepada
hepali LAPAS,

Bagun Keempat
Susunan Orgamisasi LAPAS Kelas 1B
Pasal 45
LAPAS Kekas T (aua) B terdin dan :

a Sub Bagian Tata Usaha,

b Sckst Bimbmgan  Narapidanasanak Idik dan Ke-

gratan kena;

¢. Sckst  Adnumistrasi Keamanan  dan Tatn Tertib;

. Kesatuan Pengamanan LAPAS,

Pasal 46
Sub Bapan Tatr Usahs mempunval tugas melas-
kukan urusan tats usaha  dan rumab tanggn  LAPAS.

et



Pasal 47
Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada Pasal
46, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi |
a. melakukan urusan kepegawawn dan Keuangan;
b. melakukan urusan surat menyural, perlengkapan
dan rumah langga.

Pasal 48
Sub Bagmn Tata Usaha terdiri dari @
a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan,
b. Urusan Umum.

Pasal 49
(1) Urusan Kepegawalan dan Keuangan imcmpunyal
tugas mclakukan urusan Kepegawaiun dan ke-
vangan,

(2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan ures-
an sural menvurat, pericnpkapan dan  rumah
langga.

Pasal 50
Scks: Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Ke-
giatan Kena mempunyal lugas membenkan himinngan
pemasyarakatan  bagi narapidanajanak didil. dan bim-
bmpgan kena.

Pasal §1
Untuk menvelenggarakan tugas 1erscbut pada Pasal
50, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kepiat-
an kena mempunyil lunpsi
a. melakukan repistras: dan membuat statistik dekumen:
tae sidik jan sera membert bimbmngan pemasvara:
katan bagi narapidana/anak didik;
b, menpurus keschatan dan memberikan perawatan bag
narapidana/anak didik,
¢. memberikan imbingan Kena, mempersiapkan tasib-
{as sarana kena dan mengelola hasil kena,




Pasal 52
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Ke-
piatan Kena terdin dan ;

a. Sub Scksi Repistrasi dan Bimbingan Kemasvarakatan,

b. Sub Scksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;

¢. Sub Secksi Kepatan Kena,

Pasal 53

(1)  Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakat-
an  mempunvai lupas meclakukan pencatatan,
membuat staustik, dokumentasi sidik jari serta
memberikan bimbingan dan penvuluhan roklani,
memberikan latihan olah raga, pemingkatan penge-
tahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/
anak didik,

(2) Sub Sckst Perawatan Narapidana/Anak  Didik
mcmpunyal Wugas mengurus Keschatan dan mem-
berikan  perawatan bap) narapidana/anak didik.

(3) Sub Scksi Kepatan Kena mempunyar tugas mem-
berikan bimbmgan kena, mempersiapkan {asilitas
sarana kena dan mengelola hasil kena,

Pasal 54
Sekst Admumistrass Keamanan dan Tata Tertib
mempunvar tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan
perdengkapan dan pembagian lugas pengamanat, mene-
nmi kbiporan hanan dan berta acara dan satuan penga-
manan yanp bertugas serta menvusun laporan berkala
i badang keamanan dan menegakkan tata terub,

Pasal 55
Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada Pasal

54, Sckst Admumstras Keammnan dan Tata Tertib

mempunya fungsi

4. mengatur jadwal iugas, pengpunaan perlengkapan dan
pembagian tugas pengamanan,

b. menenima laporan hanan dan benta acara dan satuan
pengamanan  vanp  bertugas serti mempersipkan
laporan berkala di bidanp keamanan dan mencgak-
kan tata tertib,

ALY



- — ———— e o b e = ol

Pasal 50
Sehst Adnnnistrast Keamanan dan Tata Tertib ter-

dan dan ;
4. Sub Sekst K camanan;,

.
b. Sub Scksi Pelaporan dan Tata Tertib,

(1)

(2)

Pasal §7

Sub Sckst Keamanan mempunyal tugas mengatur
jadwal  tugas, penggunaan  perlengkapan  dan
pembagan luEes pengamanan,

Sub Sekst Pelaporan dan Tata Tertib mempunva
tugas mencama laporan hanan dan benta acara
dan satuan peneamanan vang bertugas dan mem-
persiaphan laporan berkala di bidang keamanan
dan menegakkan tata tertib,

Pasal 58
hesstuan Pengamanan LAIPAS mempunyar tugas

menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS,

Pasal 59
Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada Pasal

S8, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunva lungst.

d,

narapidanazanak dudik;
. melakukan pemeliharuan keamanan dan hetertiban,
melakukan pengawalan penenmaan, penempatian dan
pengeluaran narapwana / anak didik, '
mckahuhatt  pemetihsdan tethudap pelangpraran "u"-

melakukan  pemagaan  dan penmiwasan terhadap

-

FLIFTINTS )
membuat laporan harnan dan benta acara pelaksana-

an pengamanan,

Pasal 60
Kesatuan Pengamanan LAPAS - dipinpu aleh se
orang Kepala dan membawahkan Petugas Penga:
manan LAI'AS,
Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada -
bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada
Kepala LAI'AS.

o




Bagian Kehma
Tata Kena
Pasal 61
Dalam melaksanakan tugasnys Kepalo Lembaga
Pemusyarakatan, Kepals Bagian, Kepala Bidang, Ke-
pals Kesatwan Penpamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub
Bagian, Kepals Sub Seksi, Kepals Urusan Wajib mene-
rapkan pninsip koordinasi, integrasi dan sinkronisax
baik dalam hngkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi dalam hingkungan LAI'AS sena dengan
instansi lamn diluar LAPAS scsuai denzan tugas pokok
Masing-masing,

Pasal 62
Setap Pimpinan Sawan Orpamsasi wajib menga-
wasi bawahannyi masing-masing dan bila tenad penyim-
pangan agar mengambil langkah-langkah vang diperlu-
kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berliku,

Pasal 63
Setiap pimpman saluan orpamsas:  bertangpung
wwah memumpmn dan mengkoordmasikan bawahannya
masinge-masing dan memberikan bimbinpan serta pe.
tuiuke-petumub bagr pelaksanaan togas bawahan,

Pasal 04
Scuap pimpman satuan orgamsast wanib menpikut)
dan mematuln petumuk-petumul dan bertangeunyp ja-
wabh kepadu atasan masimp-masing dan menvampaikan
laporan berkaly tepal pada wakiunya,

Pasal 65
Scuap lporan vanp ditenma oleh prmpiman satu-
an orgamsasi dari bawahan wajib diolah dan diperpunia-
kan sebaga bahan untuk penyusunan laporan lebih
lamut dan untuk memberikan pelumuhk-petunjuk kepada
bawahan,



Kepals  Lembagy Pemasyarakatan  menvampai-
kan laporan kepada Kepals Kantor Wilayvah Depariemen
Kehakiman,

Pasal 67
Dalam menvampaikan laporan masing-masing ke-
pady atassn, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepads satuan orgamisasi lain vang sccara fungsional

i Pasul 66
|
1

|

| mempunval hubungan kena,

| pasal 68

| Dalam melaksanakan lugasnva seliap pimpinan

satuan orgamisasi dibantu oleh Kepala-Kepala Satuan
Orgamisasi dibawshnva dan dalam ranpgks pembinaan
bimhmgan kepada bawahan masing-masing wajib menga-
dakan rapat berkala,
Pasal 69
! Bimbmean tekms pemasvarakatan kepada LAI'AS
sccars  fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal

‘ Pemasvarakatan melalui Kepali Kantor Wilayalh Depar-
| temen Kehakiman vang bersangkutan,

'1 Haguan Keenam

I‘ I'enutup

i Pasal 70

(1) Sewh duetankannvi Kemuem i maka yumiah LAPAS dilinghungan
Departemen Kehakman sebanvak 145 (seratus empat pulub delapan)
dengan penncun

4 kel b tempat belas)
b Kelas 1EA A0 (tempat puluh enim)
¢ Kelas 11D . KK (delapan puluh delapan)

(2)  Nama, Kclas dan Tempat Kedudukan LAPAS tersebhut pada ayat |
© Pasal ym o sebagmmana  tercantum  dalam Lampiran Keputusan ani,

. Pasal 71
Dengan berlakunva Reputusan i, Keputusan Menten Kehakiman
Kepubhih Indonesa Nomor 1.5 4/12/20 Tahun 1976 tentang Susunan Orga-




nisasi dan Tats Kena Lembags Pemasyarakatan dan Balo Bimbingan Kema-
svarakatan dan Fengentasan Anak BAB | Pasal | saompai dengan Pasal 20
seria segals ketemwan yang bertentangan dengan Keputusan (Menteri Ke-
hakiman ) i dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 72
Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan,
Dnetapkandi JAKARTA

Pada tanggal 26 Pebruari 1985

MENTER! KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,




VIid 1N TISVH NY
VIOTIONIdISNIS

[V HVIVaWVdId
EREN

Hilddl VIVL Y

VidiN VNVHVS

AVIVAVEVASY IndA

-

NYEOIVIA ISNIS ISX1S | avosugmaisiis
NVNVINVEN ISNTS VIidaAd HVOHIgId | ISVdlsSiolg
. 15418 ISN13

-

ﬁlllili;

—

L3l VIVL ¥ NVYNVRY
A AV ONvAIY

VIdIN HVIVIOAN
a4dvdia

VAR SVY NIl
ANV

. ST

HVAVIIVIONAY
SVOIL13

AEHRHTHE T
3133888882884

_

-

|

il
NVIOvVd 80S

NVONVII4X
NVIOvY 40Ss

NYIVaySd4431X
NVIDVE 805

| |

VHVSO VIVINVIOVE

TNVLIVYVEVASVINID VOVER 1]

I5v1dX

d1dN

1SY¥ 1IN SYAVTISVSINVOHO K¥Dvd

4|




1 ]
@IiYaL VIV ) NVIV R
NVA NVHOIVII b "‘f;i’;s"'g_’{?‘s L | vaaavasviax | onvavivordasvoalad
ISWIS €S | HANSIH g 13335 8.5
NVANVINVIX V43X TSVHNY ISVNIS1DY
st ans 1 v10139843 ¥ vidax] i N ) .
3 ‘I8 ISN3S ¥l
5 == dTdN
| L | ——
ot L Y AVIN NIGIA N\ RV Idv -
VIVL ® NVNYINVIX NGB Sk i b ANV Y
ISR LTV et L ISN4S NVORIURIY ISY 13
. _ NVONVNIN B NVIVY .
l"ll-i\l_l NVSdA VORI VSN
[ ] |
S| N
VIVSA VIV R .
NVIOVE 0.1S
VIl SV 14N

NVLIVAVEAVASY h D VOVUin

VILSVIINSVAVTISVSINVOYO NVOVE &



VAN NV IVIO DN Mﬁ + ¢ gssss:
ISN1S 815 411} T
— A SYLAVIVONILSVOILdd
n dildil vivil AL B, s R "IN
NV NVIOIVTIL |4 AVRVIAVN NVIVA SR HTH I
ISN IS U.1s VUILISN IS UiS CH SRBIE:
e s e, -||r£.|._ nw.-t.,:l >
NYNVIKVIN NVLVAVHY LSVIVIY
ISNIS 118 GiNig § 1SVl
! SIO1M 1SN 1S 8§
IR Soaaeoncs e e .
gIIdTL VIV VOSAN NV LVIOTN s
NVU NVNVISVIY ¥ XIUIA WYY ;
ISVAISININIY IS Y 1S AdVH BRI 1SN IS
e 2 it .
: 5 NVONVAIN ¥
_ Ll rfm_.mu DI HYVSEN
VIVSA VIVL
NVIOVH 4.s
il SVILY -

RVIVAVEVASYINIL VOVERT]

i SVTIAN SVAVTISVSINVOUEO VOV




DAFTAR LEMBAGA FEMASY ARAKATAN
DILINGKUNGAN DEFARTEMEN KEHAKIMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.O1.PR 07.03 Tahun 1985
TANGGAL: 26 Pebruarl 1986
KANTIOR WILAYAHN SAMA LAPAS KFLAS | TEMPAT KEDUDUKAN |KETERANGAN

1 ? 3 4 L] 6
i D. 1. ACEN 1. Banda Aceh 1TA Banda Aceh

2. Lh-k Seumaue ] Lhok Seumawe

3 largsa 1B Langsa

4. Kuala Simpang 1B Kuala Simpang

S. Meulaboh 118 Meulaboh

6. Kuracane 1B Kutacane
i1, | SUMATERA UTARA | I. Medan i Medan

2. Anak Medanp A Medan

1. Wanijta Medan IiA Medan

4. labuhan Ruku in Labuhan Ruku

§. Fermatang Siantar iTA Pematang Siantar

6. Sibnlga 118 ! Sibolga

7. Rinjai ilB Binjal

8 PRantau Prapat iIB Rantau Prapat

9. Siborong-Borong 16 Siborong-bororng

10. Fenyabungan liB renyabungan




SUMATEPA BARAT

RIAU

SUMATERA SELATAN

lad Pd

-dd\'ah.uu_—-

L I e I e

~ O\ WA De

4 5 6
Padang 1A Padang
Pariaman 1B Pariaman
Bukit Tinggi 1A Bukit Tinggi
Payakumbuh 1B Payakumbuh
Selok 1B Solok

Muara Sijunjurg
Anak Tanjung Pali

Pekanbaru

Anak Pekanbary
Tanjung Pinang
Tembilahan
Pasir Pangarayan
Bengkalis

Palembang
Anak Palembang
Pangkal Pinang
Lahat

Tanjung Raja
Lubuk Linggau
Tanjung Pandan

1B Muara Sijunjung
11B Tanjung Pati

1A Pekanbaru

11B Pekanbaru

1A Tanjung Pinang
1B Tembilahan

118 Pasir Pangarayan
11B Bengkalis

1 Palembang
A Palembang
1B Pangkal Pinang

B Lahat
11B Tanjung Raja
11B Lubuk Linggau

1B Tanjung Pandan




ta

Vi

VL

JAMBI

~

LAMPUNG

BENGKULU

DKIJAKARTA

A ke e Ted -

(=]

P

TS

My Bangn
Kual Tyeelal
Muysra Tebo

Rapdar Lampure
Anat Kota Bumi
Meten

Kahanda

- Koty Agung

Benatulu
Curip

Cipinang

Warita Tangerang
Feneada Tangerang
Anab Pria
Tangerarg

Anal Wanita
Tangsrang

Pria Targerang

4 g _ 6
1A Jambi
1B Muara Buneo
1B Kuala Tungkal
1B Muara Tebo
ITA Nandar Lampung
1B Kota Bumi
1B Metro
1B Kalianda
1B Kota Agung
A Bengkulu
1B Curup
1 Cipinang
1A Tangerang
i Tangerang
ilA Tangerang
g Tangerang ‘
1 Tangerang
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1 2 1 4 5
XIL| DI YOGYAKARTA 1. Yogyakarta 1 Yopyakarta
XL JAWA TIMUR 1. Sidnarjo 11B Sidnarjo

2. Wanita Malang ITA Malang
1. Anak Blitar ITA Blitar
4. TP'amekasan 1A Pamekasan
€ Madiun A Madiun
6 Jember 1A Jember
7 Ka'isowk I Surabaya
B Kediri 1A Kediri
o Malang 1 Malang
10. Bejonegoro 1B Bojonegoro
XIV |[KALIMANTAN BARAT] 1. Tontianak 1A Pontianak
2. Sirgkawang 1B Singkawang
3. Sintang 11B Sintang
1 4. Anak Sungai Raya 1B Sungai Raya
S, Ketapang 11B Ketapang
6. Tutusibau ;) Putusibau
xv_ | KAL SEL 1. Banjarmasin 1A Banjarmasin
2. Kotabaru 13 Kotabaru
3. Amuntal 11B Amuniai
4.  Anak Martapura 1B Martapura
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XVII

XV

XIX.

XX.

KALIMANTAN TENGAI

KALIMANTAN TIMUR

BALI

NUSA TENGGARA BARAT

NTT/1IMORTIMUR

ad P =

da led B -

W s el Pd e

3 4 5
Palangkaraya HA Palangkaraya
Pangkalan Bun 1B Pangkalan Bun
Muara Teweh 1B Muara Teweh
Balikpapan 1A Balikpapan
Samarinda 1A Samarinda
Tarakan 1B Tarakan
Denpasar IA Denpasar
Singaraja 1B Singara)a
Anzk Gianyar e Gianyat
Karangzsem 1B Karangasem
Mataram 1A Mataram
Sumbawa Besar 1B Sumbawa Besar
Dempu 1B Dompu
Kupang 1A Kupang
Kalabahi 1A K alabahi
Ende 1B Ende
Waingapu 118 Waingapu
Dilli HA Dilli
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MALUKU

SULAWESIUTARA

SULAWEST TENGAH

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA
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Manado
Grorontaln
Tahuna

[y tiau

Anak Tomohon
Tondano

Palu
Toli-Toli
Luwuk
Ampana

Ujung Pandang
Anak Pare-Pare
Maros
Watampone
Palopo
Bulukumba-
Polewali

Kendari

Bau-Bau

Ambhon
Tobelo
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11B
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1

1A
1B

1A
11B

Manadoe
Gorontalo
Tahuna
Ulusiau
Tomohon
Tondano

Palu
Toli-Toli
Luwuk
Ampana

Ujung Pandang
Pare-Pare
Maros
Watampone
Palopo
Bulukumba
Polewali

Kendari
Bau-Bau

Ambon
Tobelo
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iy fﬁ“;‘:‘"‘ :ig ﬁ?";“"“ *) Jumlah LAPAS =
S- % . - Tual 148 terbagi dalam :
' -Kelasl =14

XXVL| IRIAN JAYA I. Abepura A Abepura --Kelas l1A = 46
2 Sorong 1B Sorong — Kelas 113 = E8
3. Merauke 1B Merauke
4. Fak-Fak 1B Fak-Fak
5. Manokwari 1B Manokwari
6. Serui 1B Serui
7. Baik 1B Baik
B Nabire {}t) Mabire
9 VWamena 1B Wamena

JUMLAH 148*)
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DEPARTEMEN AGAMNA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “ANTASARTIY
FAKULTAS TARBIYAH PALANGKA RAYA

Alamat : Jalan Dr. Wehidin Sudirohvsodo No.2 Telpon 21438 P. Raya

Nomor :45§7IN/5/FT.A/PLR/PP.009/90 Palangks Raya,24 Septerber 1990
Lamp : -

Hal : Persetujusn Judul Makealah Kepada
dan Penunjukan Pembimbing
e vth, NUXETAR ABDUL RAHIIAT

PALANGKA RAYA

.Assalamu‘alaikum Wr. Whe

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan Ju-
: . 8 SEPTEMBE
dul yang Saudars ajukan tertanggal f..???if?.?;¥p9.....
maka kami dapet menyetujui judul dimaksud sbb ¢

" POLA PEUBITAAN MENTAL AGALIA JCRIIADAP NARAPIDANA PADA LEIBAGA

. PLLIASYARAKATAN "

dengan ketentuan bahwa pembimbing dapat melakukan pe -

nyempurnaan, penyesuaian dan perubeshan. Nemun jika ter-
jadi perubahan menyelﬁruh supaya segera diajukan kemba~-
1i'kepéda Dekon atas persetujusn/pertimbangan pembim -
bing.

Selanjutnye kami menunjuk/menetapkan pembimbing

makalah Saudara adalah :
DRS. LUIKIAN HAKII

Untuk itu kemi persilaken kepada Saudara segera
konsultasi dengan Pembimbing dalam rangka menyusun ma
kalah sebagaimena mestinya.

Demikian untuk menjadi pegangan lebih lanjute.

\eo o= -DEBL SYAMSIR S, MS
NG e NTP. 150 183 084
IEMBUSAN YTH 3 g

Sdp. DRS. LUITIAN HAKLL
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap + Mukhtar Abdul Rahman
Tempat/tanggal lahir s Beyelali, 11 Apwil 1950.
Jenis kelamin g Pria
Status ¢t Sudah kawin
Agana : Islam
Werganegara ¢ Indenesia
Alamat :+ Jln., M, Husni Thamrin (Kompleks
Masjid Reudhatul Jannah)
Palangkaraya.
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : &, SRE th, 1964
b. SH? £h,1967
6. 8 M A al-Islan th.1970
4. Sarmud Fak.Dakwah th.1975
Orang tua s
- Nama ayah ¢ Abdul Rshman
Pekerjaan s Petani
- Nama ibu s+ Alsyash
Alamat ¢ Blagung, Kec, Simo, Kab, Boyelali

Daftar riwayat hidwp ini saya buat dengan sesungguhnya.

, 21 Oktober 1990.

Mukhtar Abdul Rahman,



